
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 1187, 2014 KEMENHUT. Sumber Daya Hutan. Provisi. Dana
Reboisasi. Nilai Tegakan. Ganti Rugi.
Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran. Tata
Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.52/Menhut-II/Tahun 2014

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

PROVISI SUMBER DAYA HUTAN, DANA REBOISASI, PENGGANTIAN NILAI

TEGAKAN DAN GANTI RUGI TEGAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 79 Ayat (7) Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta
Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, Tata Cara
Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran
Iuran dan Dana Pemanfaatan Hutan diatur dengan
Peraturan Menteri;

b. bahwa menindaklanjuti ketentuan sebagaimana
dimaksud huruf a, telah ditetapkan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 tentang
petunjuk teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan
Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan, dan Dana
Reboisasi.
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c. bahwa dalam rangka perbaikan tata kelola kehutanan
sebagaimana Hasil Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi
Tahun 2013 mengenai Sistem Perizinan di Sektor Sumber
Daya Alam Studi Kasus Perizinan di Kehutanan,
diperlukan perbaikan dalam ketentuan Peraturan Menteri
sebagaimana dimaksud huruf b;

d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif
atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Kementerian Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pengenaan,
Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara
Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber
Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan
dan Ganti Rugi Tegakan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara
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Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3789);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata
Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4995);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5112), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan
Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5325);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5506);

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
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9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 56 Tahun 2013;

10.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 50/P Tahun 2014;

11.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-
II/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2009 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan,
Sitaan Dan Rampasan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 217);

12.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA
PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PROVISI
SUMBER DAYA HUTAN, DANA REBOISASI, PENGGANTIAN
NILAI TEGAKAN DAN GANTI RUGI TEGAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP
adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari
penerimaan perpajakan.

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang adalah Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam
suatu periode tertentu menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah
pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang
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dipungut dari hutan negara dan atau terhadap hasil hutan yang
berada pada kawasan hutan yang telah dilepas statusnya menjadi
bukan kawasan hutan dan atau hutan negara yang dicadangkan untuk
pembangunan diluar sektor kehutanan.

3. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana untuk
reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang
dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfataan Hasil Hutan dari
hutan alam yang berupa kayu.

4. Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disebut PNT adalah salah
satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepada Negara
akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan
melalui izin pinjam pakai, dan dari areal kawasan hutan yang telah
dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari
pohon yang tumbuh secara alami termasuk pada lahan milik/dikuasai
sebelum terbitnya alas titel, dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

5. Ganti Rugi Tegakan yang selanjutnya disingkat GRT adalah pungutan
sebagai pengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari
perbuatan melanggar hukum pidana sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

6. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak
dibebani hak atas tanah.

7. Hutan Hak/Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang
dibebani hak atas tanah.

8. Hutan Alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon
alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam
hayati beserta alam lingkungannya.

9. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah hutan
negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan
masyarakat setempat.

10. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang
belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan
untuk kesejahteraan desa.

11. Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat
hukum adat.

12. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan
tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok
masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi
dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian
sumber daya hutan.


